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ABSTRAKSI 
ARIE RYAN LUMBAN TOBING, Hukum Perburuhan, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Februari 2013, Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas 
Jaminan Kesehatan bagi TKI saat di Negara Tujuan Bekerja (Studi terhadap Mantan 
TKI yang Bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang), Ummu Hilmy, SH., MS; Ratih 
Deviana Puru H.T, SH. LLM 
 
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Pelaksanaan 
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Jaminan Kesehatan Bagi TKI Saat di Negara 
Tujuan Bekerja. Mengirimkan TKI ke luar negeri bisa menjadi solusi dari pengangguran 
dan ketidaktersedianya lapangan kerja. Tetapi hal tersebut harus diiringi dengan 
perbaikan perlindungan hukum bagi TKI itu sendiri. 
Perlindungan hak atas jaminan kesehatan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh 
negara sebagai pengirim TKI ke luar negeri. Dalam upaya mengetahui sejauh mana 
pelaksanaan dari pemenuhan hak tersebut, penelitian ini mencoba mengkaji seperti apa 
praktek di lapangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
yuridis-empiris, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis 
dengan melihat fakta secara empiris di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan 
adalah deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh hasil atas 
permasalahan yang ada, bahwa minimnya pengetahuan TKI terhadap hak-hak dasarnya 
membuat TKI itu sendiri kesulitan untuk memperoleh perlindungan. Selain itu 
kurangnya peran aktif pemerintah membuat nasib perlindungan TKI menjadi tidak jelas 
ketika berada di negara tujuan. 
Melihat fakta-fakta yang ada di lapangan maka perlu kiranya pemerintah beserta 
PPTKIS maupun Lembaga Swadaya Masyarakat saling memperbaiki diri untuk 
memberikan pelayanan yang pro bagi TKI 
 
Kata kunci: Perlindungan, jaminan kesehatan, TKI, Hong Kong 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
ARIE RYAN LUMBAN TOBING, Labour Law, Faculty of Law, UB, in Februari 2013, 
Implementation of the Right to Legal Protection Against Health Insurance for workers 
currently working in the Destination Country (Study Against Former workers who work 
in Hong Kong in Malang), Ummu Hilmy, SH., MS ; Ratih Deviana Puru H.T, SH. LLM 
In this study, the researcher discusses the implementation issues Legal Protection 
Against Right Health Insurance for Indonesian Migrant Workers Currently Working in 
the Destination Country. Sending migrant workers abroad can be a solution to 
unemployment and employment ketidaktersedianya. But it must be accompanied by 
improved legal protection for migrant workers themselves 
Protection of the right to health care is a right that must be met by the state as sending 
migrant workers abroad. In an effort to determine the extent of implementation of the 
fulfillment of these rights, the study sought to examine what kind of practice in the field. 
The method used in this study is juridical-empirical, review and analyze issues that are 
legally established by looking at the empirical facts on the ground. Data analysis 
technique used is descriptive qualitative. 
Based on the research conducted, the authors obtained the results of the existing 
problems, the lack of the knowledge workers of the rights of migrant workers 
themselves essentially making it difficult to obtain protection. Besides the lack of an 
active role in the fate of the government to make the protection of migrant workers is 
not clear when in the country of destination. 
Look at the facts on the ground is essential to its PPTKIS government and NGOs 
together to improve themselves to provide services pro for migrant workers. 
 
Keywords: Protection, health insurance, Indonesian migrant workers, Hong Kong
 
 
 
I. PENDAHULUAN 
Menjadi TKI merupakan sebuah fenomena yang biasa terjadi di beberapa 
wilayah di Indonesia. Fenomena tersebut merupakan dampak dari ketidaktersediaan 
lapangan kerja dan juga akibat dari pembangunan yang tidak merata di beberapa 
wilayah, khususnya di daerah pedesaan. Meski dengan dorongan sosiologis, latar 
belakang ekonomi serta kebijakan politik yang berbeda, Semenjak abad ke XIX tenaga 
kerja Indonesia telah tersebar hingga Suriname, New Caledonia, Siam dan Serawak 
dengan jumlah yang mencapai puluhan ribu pekerja yang bekerja sebagai kuli kontrak.
1
 
Terjadinya migrasi di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat dihindari bagi 
negara yang sedang bersaing untuk menghadapi era globalisasi.
2
 Di Provinsi Jawa 
Timur pada tahun 2009 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri 46.418 orang; 
sementara pada tahun 2010 jumlah TKI yang berangkat ke luar negeri 53.815 orang
3
. Di 
Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 TKI yang berangkat ke luar negeri 52.273 orang; 
sementara pada tahun 2009 TKI yang berangkat ke luar negeri 53.731 orang
4
.  
Selama bekerja di negara tujuan tersebut, TKI tentu saja dalam menjalankan 
aktifitas kesehariannya pernah mengalami sakit. Pada kondisi tersebut jaminan 
kesehatan merupakan kebutuhan dasar hidup sekaligus hak setiap orang yang harus 
dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara. Perlindungan terhadap TKI di negara 
tujuan dipenuhi oleh negara melalui Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Asuransi tenaga 
kerja Indonesia di luar negeri yang selanjutnya disebut dengan asuransi TKI adalah 
suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat 
                                                          
1
Rachmat Syafaat, Menggagas Kebijakan Pro TKI: Model Kebijakan Perlindungan TKI ke Luar Negeri di 
Kabupaten Blitar, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang, 2002. hal1. 
2
 Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ketempat lain 
melampaui batas politik atau batas negara lain (Munir, R., “Migrasi” dalam Lembaga Demografi FEUI, 
Dasar-dasar Demografi, Jakarta: Lembaga Penerbit UI, 2000 hal 116). 
3
Dokumen Penempatan TKI ke Luar Negeri Tahun 2009 - 2010 Menurut Jenis Jabatan (Yang Tercatat di 
UPT P3TKI Surabaya-Pemberangkatan Embarkasi Juanda), sumber http://Disnakertrans.jatimprov.go.id 
diakses 5 Maret 2012. 
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resiko yang dialami TKI sebelum, selama, dan sesudah bekerja di luar negeri.
5
 Dasar 
hukum dari Asuransi TKI tersebut adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi 
Tenaga Kerja Indonesia yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pasal 68 Undang-
Undang  Nomor  39  Tahun  2004 tentang  Penempatan  dan  Perlindungan  Tenaga  
Kerja  Indonesia  di  Luar Negeri. Ketika bekerja di negara tujuan, TKI dapat 
mengalami berbagai masalah mulai dari sakit, kecelakan kerja, di PHK bahkan sampai 
kekerasan. 
Berpangkal dari kerangka pemikiran tersebut maka peneliti mengangkat sebuah 
topik penelitian di bidang hukum perburuhan dan ketenagakerjaan tentang pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan TKI saat di negara tujuan 
bekerja (studi terhadap mantan TKI yang bekerja di Hong Kong di Kabupaten Malang). 
II. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengangkat beberapa 
rumusan permasalahan antara lain: 
1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi 
TKI asal Kabupaten Malang dilaksanakan saat bekerja di Hong Kong? 
2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum 
terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang saat 
bekerja di Hong Kong? 
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala pelaksanaan 
perlindungan hukum terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI asal 
Kabupaten Malang saat bekerja di Hong Kong? 
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Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika & Kajian Teori, Ghalia Indonesia, 2010, 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Kasus Mantan TKI Hong Kong yang Mengalami Sakit di Negara 
Tujuan 
1. Kasus pertama, adalah kasus yang dialami Yohanna. Yohanna merupakan salah 
satu TKI perempuan asal kabupaten Malang yang pernah bekerja di Hong Kong. 
Ia berumur 36 tahun, bekerja di Hong Kong tahun 2012 selama 4 bulan. Ia di 
Hong Kong bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, ketika bekerja di Hong 
Kong Yohanna menerima gaji sebesar 37400 HK$/bulan. Gaji tersebut dipotong 
sebesar 3000HK$ per bulan oleh PPTKIS yang memberangkatkan Yohanna 
sebagai penggantian biaya pemberangkatannya untuk bekerja di Hong Kong. 
Pemulangan Yohanna ke tanah air dikarenakan Yohanna mengalami sakit ketika 
bekerja di Hong Kong yang disebabkan kurang istirahat karena jam kerja yg 
terlalu panjang/full. Yohanna mengalami sakit maag kemudian dibawa kerumah 
sakit dan mendapat obat yang dosisnya terlalu tinggi sehingga mengalami 
muntah darah, sehingga majikan takut dan dipulangkan. Di Indonesia juga 
mengikuti asuransi yang besar biayanya menjadi satu dalam potongan gaji 
selama 7 bulan tersebut. Yohanna tidak mengetahui besarnya premi yang harus 
dibayarkan. Kartu peserta Asuransi (KPA) dipegang oleh ia sendiri. Ia  juga 
diwajibkan untuk membuka rekening yang digunakan tabungan. Ia melakukan 
klaim terhadap asuransi tetapi tidak mendapat uang dari hasil klaim tersebut 
dikarenakan uang tersebut digunakan untuk menutup kekurangan pembayaran 
biaya pemberangkatan menjadi TKI ke Hong Kong.. 
2. Kasus kedua, dialami oleh Yuwantinintyas. Ia merupakan TKI yang berasal dari 
Desa Ndokosari, Kec. Gedangan, Kab. Malang yang berumur 45 Tahun. Ia telah 
berangkat bekerja di Hong Kong sebanyak 2 kali. Pada periode pertama ia 
bekerja selama 6 tahun dan yang kedua selama 2 tahun. sakit tahun 2010. Ia 
bekerja sebagai PRT dengan gaji 3560 HK$. Ia mengalami sakit kanker 
payudara. Ketika bekerja di Hong Kong dia mendapat asuransi. Premi dari 
asuransi tersbut dibayar oleh majikan. ketika ia sakit, langsung dibawa ke rumah 
sakit oleh majikan. Di Hong Kong dirawat dipuskesmas terlebih dahulu, lalu 
dirujuk ke rumah sakit Ia hanya wajib mengeluarkan biaya 100HK$/hari untuk 
 
 
biaya kamar, yang ditanggung oleh majikan. sampai saat ini ia masih melakukan 
perawatan rutin di Indonesia sampai dengan 5tahun. Ia tidak mengetahui adanya 
program asuransi proteksi bagi TKI dan juga tidak mendapat sosialisasi 
mengenai hal tersebut. Ia meminta sendiri untuk dipulangkan karena sakit 
dikarenakan majikan tidak boleh memulangkan pekerja yang sakit. 
 
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan 
bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong 
1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan 
bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong oleh 
Pemerintah Indonesia 
Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara 
terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta 
masyarakat. Terbukanya peran masyarakat dalam melakukan Penempatan TKI 
melalui Pelaksana Penempatan TKI swasta tentunya menimbulkan kewajiban 
bagi PPTKIS itu mulai dari pra penempatan, penempatan, dan purna 
penempatan. Salah satu kewajiban tersebut adalah pemenuhan terhadap hak atas 
jaminan kesehatan. Perlindungan terkait pemenuhan jaminan kesehatan bagi TKI 
sebelum pra penempatan adalah melalui Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi. 
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi dilakukan oleh sarana kesehatan dan 
lembaga yang menyelenggarakan  pemeriksaan  psikologi yang ditunjuk oleh 
Pemerintah. Sehingga setiap TKI yang berangkat adalah TKI yang benar-benar 
lulus tes kesehatan tersebut. 
“PPTKIS memang mewajibkan para calon TKI untuk mengikuti permeriksaan 
kesehatan sebelum diberangkatkan.”.6  
Perlindungan terhadap jaminan kesehatan TKI pada pra penempatan 
dapat dilakukan melalui dua cara yaitu perlindungan secara prefentif dan 
represif.  
“Perlindungan kesehatan secara preventif dilakukan ketika pra penempatan TKI 
di negara tujuan, melalui Sarkes (Sarana Kesehatan) yang melakukan 
pemeriksaan kesehatan terhadap TKI sebelum berangkat ke luar negeri. 
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 Wawancara dengan mantan TKI Hong Kong bernama Yohanna Asal Gondanglegi Kabupaten Malang 
tanggal 25 Juli 2012. 
 
 
Sedangkan perlindungan secara represif adalah dengan lansung membawa TKI 
yang sakit untuk dirawat ke rumah sakit.”7 
 
Dengan dilakukannya dua cara tersebut, selain melakukan tes kesehatan 
bagi TKI yang akan berangkat ke luar negeri, PPTKIS juga wajib untuk 
mengikutsertakan calon TKI dalam program asuransi Proteksi TKI. Di jawa 
timur, program asuransi proteksi TKI tersebut ditangani oleh pialang asuransi 
yang bernama PT. Paladin Insurance.
8
 
Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban perlidungan 
TKI tersebut pemerintah dapat melimpahkan kewenangannya kepada pemerintah 
daerah. Salah satunya adalah melalui Disnakertrans dan UPT P3TKI di Jawa 
Timur. Perlindungan yang diberikan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang 
dimulai dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Berikut 
ini adalah perlindungan yang diberikan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang: 
a. Perlindungan pada tahap Pra Penempatan 
1) Melaksanakan dan mengawasi penyuluhan, pendaftaran serta seleksi calon 
TKI di wilayah kabupaten Malang  
2) Melakukan legalisir kelengkapan dokumen TKI 
3) Memberikan sosialisasi di tempat penampungan TKI di kabupaten Malang 
b.  Perlindungan pada tahap Penempatan 
Membantu penyelesaian masalah TKI dengan berkoordinasi dengan PPTKIS 
dan UPT P3TKI 
c. Perlindungan pada tahap purna Penempatan 
Memberi pelayanan pada TKI yang telah pulang ke daerah asal yaitu 
Kabupaten Malang.
9
 
Salah satu perlindungan yang termasuk dalam tugas Disnakertrans Kabupaten 
Malang tersebut adalah perlindungan kesehatan TKI. Disnakertrans Malang 
berkoordinasi dengan PPTKIS yang berada pada garda terdepan untuk 
mengikutkan CTKInya dalam tes kesehatan. Dalam hal pemenuhan hak atas 
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 Wawancara dengan Supriyatna, Bidang PERLEVA UPT P3TKI, 19 Juli 2012 
8
 Wawancara dengan Hermiyati, staff seksi PARLEVA UPT P3TKI pada tanggal 18 Juli 2012. 
9
 Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang pada tanggal 
 
 
jaminan kesehatan, saat ini memang telah ada 2 (dua) upaya yang telah ditempuh 
pemerintah, yaitu:1). melalui pemeriksaan kesehatan dan psikologi untuk 
memastikan kondisi kesehatan  dan psikologi calon TKI memenuhi syarat dan 
dalam kondisi yang memungkinkan untuk bekerja dengan baik. 2). 
Mengasuransikan TKI dalam program asuransi perlindungan TKI, dan  
memberikan Kartu Peserta Asuransi (KPA) kepada TKI. 
Instansi lain yang terkait dengan perlindungan hak atas jaminan 
kesehatan tenaga kerja Indonesia yaitu Unit Pelaksana Teknis Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI)   adalah  
Unit   Pelaksana  Teknis  Dinas  yang melaksanakan tugas operasional 
dilapangan. Adanya kewenangan dari UPTP3TKI untuk membantu TKI 
menyelesaikan klaim asuransi, menunjukkan bahwa salah satu perlindungan 
kesehatan yang diberikan oleh pemerintah bagi TKI adalah melalui Asuransi 
TKI. Mengenai Proses pendaftaran kepesertaan asuransi TKI adalah sebagai 
berikut: 
Bagan 2 
Proses Pendaftaran Kepesertaan Asuransi TKI 
 
 
  
  
Sumber: UPT P3TKI 
Calon TKI baik yang berangkat melalui PPTKIS maupun mandiri wajib 
untuk mengikuti program asuransi proteksi bagi TKI dikarenakan asuransi 
tersbut merupakan syarat untuk diterbitkannya KTKLN. Resiko sakit menjadi 
hal yang dijaminkan dalam setiap jenis program asuransi TKI. Resiko sakit 
tersebut berupa jaminan kesehatan di negara penempatan yang berupa: 
1. Rawat Inap (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, rontgen, radiologi, 
bedah, laboratorium, pelayanan gawat darurat).  
TKI Mandiri 
CTKI/PPTKIS BANK  
(Setor Pembayaran 
Premi)  
 
BNP2TKI / BP3TKI  
(Penerbitan KTKLN ) 
MENGISI FORMULIR 
DAFTAR PESERTA 
ASURANSI ( DPA )  
 
KONSORSIUM PROTEKSI TKI    
(Memberikan Bukti Pembayaran dan Menerbitkan 
KPA )  
 
 
 
2. Rawat Jalan (termasuk pemeriksaan dokter, obat-obatan, pemeriksaan dan 
pencabutan gigi).  
Dari beberapa kasus yang telah diperoleh dari hasil wawancara penulis 
dengan beberapa mantan TKI Hong Kong, penulis akan  mencoba 
menganalisanya dengan menggunakan teori efektifitas hukum Lawrence 
Friedman. Teori efektifitas hukum  Lawrence Friedman menyebutkan bahwa 
terdapat tiga komponen yang menjadi penentu dari efektifitas hukum, yaitu: 
Struktur, substansi dan kultur. 
 Mengenai pelaksanan perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan 
bagi TKI di Hong Kong dapat dianalisa sebagai berikut: 
a. Kasus yang dialami oleh Yohanna, dari kasus tersebut kita dapat melihat 
bahwa klaim asuransi dilakukan oleh PPTKIS yang memberangkatkannya, 
tetapi kemudian uang hasil pencairan klaim asuransi tersebut diambil oleh 
PPTKIS yang menguruskan klaim tersebut dengan alasan untuk menutupi 
kekurangan biaya pemberangkatan keluar negeri dikarenakan ia melakukan 
putus kontrak dengan majikan. Berdasarkan Pasal 15 Permenakertrans No.7 
Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pelaksana Penempatan TKI Swasta wajib 
mengasuransikan calon TKI/TKI pada konsorsium asuransi  TKI  yang  telah  
ditetapkan  sebagai penyelenggara  program  asuransi  TKI  dengan 
membayar premi asuransi TKI. Dengan adanya aturan tersebut, tentunya 
memberikan output berupa polis asuransi yang diberikan pada TKI beserta 
KPA (Kartu Peserta Asuransi) tetapi fakta di lapangan membuktikan bahwa ia 
tidak memegang KPA yang ia miliki. KPA tersebut wajib diberikan oleh 
PPTKIS pada TKI.
10
 tidak diberikannya KPA kepada TKI tentunya telah 
melanggar pasal 16 Permenakertrans No. 7 tahun 2010 tentang Asuransi 
Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu tidak diberikannya uang hasil pencairan 
klaim asuransi pada Yohannya juga membuktikan adanya kelemahan dalam 
pengawasan agar uang hasil klaim asuransi tersebut benar-benar sampai pada 
TKI. Pemerintah kabupaten/kota tentunya memiliki wewenang untuk 
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 Lihat dalam pasal 16 Permenakertrans No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. 
 
 
melakukan pengawasan agar klaim yang diberikan oleh Konsorsium Asuransi 
sampai ke tangan  TKI. hal ini telah diatur dalam pasal 26 Permenakertrans 
Nomor 7 tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia yang 
menyebutkan bahwa  Pembayaran klaim  wajib dilaporkan oleh konsorsium 
asuransi TKI kepada Dirjen dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sehingga 
PPTKIS tidak mempunyai kewenangan untuk mengalihkan uang hasil 
pencairan klaim asuransi tersebut sebagai pengganti biaya pemberangkatan 
yang belum lunas dikarenakan terjadi putus kontrak. 
b. Kasus yang dialami oleh Yuwantiningtyas, dari kasus yang dialami oleh 
Yuwantiningtyas tersebut kita dapat melihat bahwa ia menyatakan tidak 
mengikuti program asuransi tenaga kerja Indonesia, dan malah mengikuti 
program asuransi lain di luar asuransi TKI. dari kasus tersebut kita dapat 
melihat adanya budaya dari TKI yang banyak tidak mengetahui adanya 
program asuransi TKI tersebut. 
“Saya tidak tahu ada program asuransi proteksi bagi TKI dan juga tidak 
mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut.”.11 
Hal ini tentunya sangat berbeda dengan apa yang dikatakan oleh 
Disnakertrans Kabupaten Malang yang selalu melakukan sosialisasi kepada 
TKI ketikan berada di penampungan. 
“kami jelas memberikan sosialisasi terkait asuransi tersebut, dikarenakan itu 
kan hak-hak mereka sejak awal.”12 
 Dari kasus tersebut kita dapat melihat bahwa TKI yang berada di negara 
Hong Kong masih belum memahami adanya asuransi TKI dikarenakan 
kurangnya perhatian oleh Disnakertrans di tiap kabupaten/kota beserta 
PPTKIS dalam memberikan arahan kepada TKI sebelum berangkat ke luar 
negeri. 
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 Wawancara dengan Yuwantiningtyas, Mantan TKI Hongkong asal Kabupaten Malang di Desa 
Ndokosari, Kec. Gedangan, Kab. Malang 
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 Wawancara dengan Sutrisno, Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang 
tanggal 16 Juli 2012 
 
 
2.  Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan 
Bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat 
Dalam memberikan perlindungan terhadap TKI ketika berada di negara 
tujuan lembaga pendamping TKI juga memliki peran yang sentral. Dalam 
melakukan penelitian ini, penulis melakukan beberapa wawancara terstruktur 
kepada dua lembaga yang sering melakukan advokasi terhadapt buruh migran 
asal kabupaten malang. Kedua lembaga tersebut adalah Serikat Buruh Migran 
Indonesia (SBMI) cabang Malang dan Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hong 
Kong (ATKI-HK).  
Pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga 
pendamping tenaga kerja Indonesia adalah berupa pendampingan terhadap TKI 
yang mengalami kasus baik ketika TKI itu mengalami sakit ataupun mengalamai 
masalah pencairan klaim asuransi. 
“mengenai pengawasan terhadap kasus klaim asuransi tersebut, hal itu 
memang kita harus getol melakukan pendampingan dikarenakan apabila kita 
tidak serius melakukan pengawasan tersebut maka pemerintah juga tidak akan 
serius menaggapi hal tersebut. Untuk tahun kemarin saja, dari 52000 yang 
mengalami masalah, hanya 12000 saja yang berani melakukan klaim. Dan yang 
sukses yang hanya sekitar berapa.”13 
 
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada TKI  atas jaminan 
kesehatan melalui asuransi tenaga kerja Indonesia masih dirasa sangatlah kurang 
dikarenakan proses pengurusan asuransi yang dianggap sulit dimengerti oleh 
para TKI. selain itu adanya perusahaan pialang asuransi yang memberikan jasa  
keperantaraan  dalam  penutupan  dan  penanganan penyelesaian klaim asuransi 
TKI malah menjadikan lamanya proses penyelesaian masalah asuransi bagi TKI. 
“Sekarang kita ingin menyelesaikan kasus, tapi broker tadi harus 
menunggu ke jakarta. Dan berapa waktu yang harus dihabiskan untuk menunggu 
hal tersbut. Contohnya saja kartu peserta asuransi (KPA) yang harusnya dipegang 
oleh TKI, itu kan merupakan hak dari TKI.”14 
 
                                                          
13
 Wawancara dengan Jiati, Ketua SBMI cabang Malang pada tanggal 24 November 2012 
14
 Wawancara dengan Jiati, Ketua SBMI cabang Malang pada tanggal 24 November 2012 
 
 
C. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap 
Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara 
Tujuan Hong Kong 
1. Kendala yang Dialami Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan 
Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten 
Malang di Negara Tujuan Hong Kong 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Dinas 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan bahwa dalam melakukan 
pengawasan terhadap perlindungan hak atas jaminan kesehatan bagi TKI Hong 
Kong asal Kabupaten Malang terdapat beberapa kendala dalam melakukan 
pengawasan tersebut antara lain tidak adanya kewenangan dari Disnakertrans 
Kabupaten Malang dalam melakukan pengawasan kesehatan calon tenaga kerja 
yang akan berangkat ke luar negeri.  
“kalau untuk masalah sehat atau tidaknya itu kan dari PPTKIS, dia kan 
yang membawa ke laboratorium. Kita ini sifatnya kan hanya melegalisir. 
Sehingga kita tidak ikut campur, jadi apabila tidak sehat ya dipulangkan. kalau 
untuk khusus kesehatan tidak. Pengawasan kita  itu berkaitan dengan undang-
undang tenaga kerja saja. Umpamanya dalam suatu kamar itu tidak sesuai 
kapasitas, ini dari kita. Jadi kita hanya mengawasi saja”15  
Hal tersebut terjadi dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran dari 
aparatur pemerintah terkait dengan kewenangan kabupaten atau kota dalam 
melakukan Pembinaan  dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri. Dalam 
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Pembinaan, 
pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI di 
Kabupaten / Kota merupakan urusan dari pemerintah daerah.  
Pengawasan lain yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten Malang 
adalah terkait dengan pelaksanaan asuransi Proteksi bagi TKI. Menurut hasil 
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wawancara, peran yang dilakukan oleh Disnakertrans Kabupaten malang adalah 
sepanjang terjadi masalah dalam pengurusan asuransi tersebut.  
“Pengawasan dari kita itu sepanjang terjadi masalah. Jadi membantu. 
Semisal ada yang tidak segera dicairkan. Inilah peran kita. Jadi selama aman-
aman saja maka kita tidak ada keterkaitan”.16 
Pernyataan  tersebut tentunya berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh 
pasal 33 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Indonesia No. 7 tahun 2010 tentang 
Asuransi Tenaga Kerja Indonesia bahwa Pengawasan terhadap pelaksanaan 
program asuransi TKI yang diselenggarakan oleh konsorsium asuransi  TKI,  
dilaksanakan  oleh  pegawai  pengawas  ketenagakerjaan  pada  instansi  yang 
bertanggung  jawab  di  bidang  ketenagakerjaan  pada  Pemerintah,  pemerintah  
provinsi,  dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga kurang optimalnya peran 
pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengawasan dari pelaksanaan 
program asuransi TKI menjadi kendala hingga terjadi berbagai kasus asuransi 
tersebut. 
 Dalam melakukan pengawasan perlindungan kesehatan tersebut 
pemerintah provinsi juga berperan melalui Unit Pelakasana Teknis Pelayanan 
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (UPT P3TKI). Dalam 
melakukan pengawasan tersebut UPT P3TKI mengalami beberapa kendala 
antara lain: 
a. Keterbatasan dana 
Terbatasnya dana untuk membantu penyelesaian kasus TKI bermasalah 
menjadi salah satu hambatan UPT P3TKI dalam membantu penyelesaian 
masalah TKI. keterbatasan dana tersebut membuat banyak permasalahan dari 
TKI yang belum dapat terselesaikan. 
“Hambatan yang dialami UPT P3TKIdalam melakukan perlindungan 
kesehatan pada TKI adalah terbatasnya dana yang diberikan oleh BNP2TKI 
dikarenakan dana tersebut terserap habis untuk kegiatan lain.”.17 
b. Kurang berperannya Disnakertrans Kabupaten/ Kota. 
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Lambatnya pengiriman data tersbut yang membuat proses penyelesaian 
klaim asuransi bagi TKI menjadi berlarut-larut. 
“bukan hanya di sini, tetapi daerah juga berwenang. Kalau sudah masalah 
Asuransi Negara penempatan, data ahli waris pun daerah yang punya itu. 
Kalau disini hanya membantu.”.18 
c. Adanya Kartu Peserta Asuransi (KPA)yang tidak diberikan pada TKI 
Tidak diberikannya KPA pada TKI oleh PPTKIS membuat TKI menjadi 
kesulitan untuk melakukan klaim.  
“adanya KPA yang masih dipegang PT itu juga merupakan hambatan yang 
dialami untuk masalah perlindungan kesehatan. nah, itu kan merupakan hak 
TKI..”.19 
d. Tidak adanya kantor cabang Konsorsium Proteksi TKI di daerah. 
Tidak adanya kantor cabang Konsorsium Proteksi TKI di daerah 
membuat proses pencairan klaim asuransi harus melaui kantor pusat 
Konsorsium Proteksi TKI di Jakarta.  
“Dikarenakan  dari pusat, yang ada disini kan cabang. Cabang itu tidak ada 
kewenangan memeriksa itu. Semuanya diserahkan pada pusat. Disini ada 
kantor perwakilan cabang tetapi tidak memiliki kewenangan untuk 
menangani.”.20 
Analisa kendala yang dihadapi oleh pemerintah untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan bagi TKI di negara tujuan 
adalah sebagai berikut: 
a. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Malang melalui 
Disnakertrans Kabupaten Malang dalam memberikan perlindunga bagi 
jaminan kesehatan TKI 
Menurut peneliti, kendala yang dihadapi oleh Disnakertrans 
Kabupaten Malang dalam memberikan perlindungan terhadap jaminan 
kesehatan TKI adalah sebagai berikut: 
1) Tidak adanya program penyelesaian kasus TKI bermasalah yang 
diakomodir melalui rencana strategis Disnakertrans Kabupaten Malang 
2. Minimnya alokasi anggaran dana yang diperuntukkan bagi penyelesaian 
masalah TKI 
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3. Tidak adanya pengawasan dari Disnakertrans agar hasil pencairan klaim 
asuransi benar-benar sampai ke tangan TKI. 
Tidak terawasinya pencairan klaim asuransi membuat PPTKIS bebas 
untuk mengambil uang hasil pencairan klaim tersebut.  
4. Kurangnya koordinasi antara Disnakertrans daerah dengan UPT P3TKI 
dalam hal penyelesaian kasus TKI yang mengalami sakit di negara tujan 
Adanya saling lempar kewenangan dalam hal penyelesaian kasus TKI 
membuat kasus yang dialami oleh TKI tidak kunjung selesai.  
b. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Disnakertrans kepada TKI terkait 
jaminan perlindungan kesehatan melalui asuransi proteksi TKI. Kendala yang 
dihadapi oleh UPT P3TKI dalam memberikan perlindungan bagi jaminan 
kesehatan TKI 
Menurut peneliti, kendala yang dihadapi oleh UPT P3TKI Jawa Timur 
dalam memberikan perlindungan bagi jaminan kesehatan TKI adalah sebagai 
berikut: 
a. Kurangnya koordinasi antara UPT P3TKI dengan Disnakertrans 
kabupaten/kota. 
Kurangnya koordinasi antara dua instansi tersebut seringkali membuat 
adanya tarik menarik kewenangan. Dari kasus yang dialami oleh Yohanna, 
terlihat hanya UPT P3TKI yang berperan aktif dalam menyelesaikan kasus 
tersebut.  
b. Tidak adanya kewenangan dari UPT P3TKI untuk mengevaluasi kinerja 
dari konsorsium asuransi  
PT P3TKI kesulitan ketika melakukan pendampingan terhadap TKI yang 
melakukan klaim asuransi terkait jaminan kesehatan.  
c. Kedudukan UPT P3TKI Jawa Timur yang berada di bawah 2 instansi yaitu 
Disnakertranduk Jawa Timur dan juga BNP2TKI yang membuat sering 
terjadi tarik ulur kewenangan. 
 
 
 
2. Kendala yang Dialami Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Memberikan 
Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal 
Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong 
Dalam memberikan pendampingan terhadap TKI, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) mengahadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi 
adalah sebagai berikut. 
a. Masih kurangnya TKI yang mengetahui keberadaan lembaga-lembaga 
tersebut. 
“hambatan yang kita alami adalah minimnya kawa-kawan yang mengetahui 
SBMI, hal ini dikarenakan jaringan kita yang masih terbatas di 4 kecamatan di 
Kabupaten Malang”.21 
 
b. Masih sedikitnya TKI yang mau melaporkan permasalahan yang dihadapi 
kepada lembaga-lembaga tersebut 
“belum adanya teman-teman TKI yang mau melaporkan kasus tersbut kepada 
kita terkait masalah kesehatan tersebut”.22 
 
c. Tidak adanya kewenangan bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk 
melakukan pengecekan di PPTKIS 
“Katakanlah kalau kita punya hak atau diizinkan untuk melakukan sidak 
tersebut, sehingga kita bisa memberikan masukan atau saran untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut”.23 
 
d. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat 
dalam melakukan pendampingan terhadap TKI 
“Dalam melakukan bantuan bagi teman-teman yang mengalami masalah 
tersebut, tentunya kita juga mamerlukan dana dan disini tidak terdapat pos 
dana tersebut”.24 
e. Kurang optimalnya pelayanan KJRI di Hong Kong 
“BMI yang datang ke KJRI mereka sering menjadi sasaran emosi para staff 
dengan membentak – bentak mereka. BMI diperlakukan seperti orang 
andahan (orang suruhan/ klas paling bawah). Apalagi jika staff tersebut 
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mengetahui bahwa BMI tersebut anggota organisasi atau sedang di bantu 
organisasi”.25 
 
Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh 
Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada TKI 
terkait masalah jaminan kesehatan di negara tujuan, antara lain sebagai berikut: 
a. Perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut 
sering kali hanya terbatas pada TKI yang menjadi anggota dari Lembaga 
Swadaya Masyarakat tersebut.  
b. Keterbatasan sumber daya manusia dari lembaga-lembaga pendamping TKI 
tersebut. Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki oleh lembaga-lembaga 
pendamping TKI tersebut, menjadi kendala untuk memberikan perlindungan 
kepada TKI.  
 
D. Upaya-upaya dalam Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum 
terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di 
Negara Tujuan Hong Kong 
1. Upaya-upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Menangani Kendala 
Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan 
bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan Hong Kong 
Disnakertrans Kabupaten Malang memiliki fungsi melakukan Pembinaan 
dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri di wilayah Kabupaten 
Malang. Dalam melakukan tugas pokok dan fungsi untuk memberikan 
perlindungan terhadap TKI asal Kabupaten Malang tentunya Disnakertrans 
Kabupaten Malang terikat dan tunduk  dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar 
Negeri.  
 Dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelindungan terhadap hak 
atas jaminan kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang, Disnakertrans 
Kabupaten Malang tentunya menghadapi beberapa kendala dalam memberikan 
perlindungan terhadap hak atas jaminan kesehatan tersebut. Oleh karena itu dalam 
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melakukan perlindungan terhadap Hak atas Jaminan Kesehatan tersebut 
Disnakertrans Kabupaten Malang melakukan beberapa upaya untuk dapat 
mengatasi kendala-kendala tersebut, antara lain
26
: 
a. Berkoordinasi dengan pihak PPTKIS dalam rangka melakukan tes kesehatan 
bagi CTKI 
b. Melakukan pengawasan kepada tempat penampungan TKI agar sesuai dengan 
standar kesehatan 
c. Membantu TKI dalam melakukan penyelesaian klaim asuransi TKI dengan 
berkoordinasi dengan UPT P3TKI. 
d. Melakukan sosialisasi kepada CTKI terkait dengan asuransi TKI. 
Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga 
Kerja Indonesia juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan bagi tenaga 
kerja Indonesia. Dalam melakukan tugas tersebut tentunya UPT P3TKI 
mengalami beberapa kendala. Sehingga tentunya pihak UPT P3TKI melakukana 
upaya untuk mengatasi kendala yang ada tersbut. Upaya yang dilakukan oleh 
pihak UPT P3TKI dalam mengatasi kendala tersebut antara lain: 
1) menganggarkan kembali dana untuk penyelesaian masalah TKI yang 
mengalami sakit 
dikarenakan dana yang diperoleh oleh UPT P3TKI terbatas dari BNP2TKI. 
2) Berkoordinasi dengan Disnakertrans Kabupaten/Kota  
Koordinasi yang dilakukan dengan pihak Disnakertrans Kabupaten/Kota agar 
proses pengurusan berkas TKI yang melakukan klaim asuransi berjalan dengan 
cepat. 
3) Melakukan pemanggilan terhadap PPTKIS yang TKInya mengalami masalah 
Hal ini dilakukan dengan mengharuskan PPTKIS membuat surat pernyataan 
kesanggupan untuk membantu menyelesaikan permasalahan TKI 
4) Membuka crisis center pengaduan bagi TKI 
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Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan 
pemerintaah terkait solusi perlindungan hak atas jaminan kesehatan bagi TKI ke 
depan. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Perlunya regulasi terkait penghapusan perusahaan pialang asuransi TKI 
Hal ini perlu dilakukan karena kenyataan di lapangan, pialang asuransi 
tersebut justru membuat proses pengurusan bagi TKI yang mengalami masalah 
menjadi berlarut-larut. 
b. Perlu adanya peran aktif pemerintah daerah melalui Disnakertrans dengan 
membuat crisis center pengaduan TKI 
c. Pengawasan yang lebih dari Disnakertrans maupun UPT P3TKI kepada 
PPTKIS untuk meminimalisir segala bentuk kecurangan pada TKI 
d. Penganggaran terkait pendampingan kasus TKI bermasalah 
e. Memberikan kesempatan bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam berperan 
aktif memberikan pengawasan terkait kondisi TKI 
2. Upaya-upaya yang Dilakukan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam 
Menangani Kendala Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas 
Jaminan Kesehatan bagi TKI asal Kabupaten Malang di Negara Tujuan 
Hong Kong 
Dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi ketika melakukan 
pendampingan terhadapa TKI, Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan 
beberapa upaya. Upaya yang dilakukan tersebut antara lain: 
a. Pembuatan rencana pertemuan dengan pihak pemerintah kabupaten/kota untuk 
memberikan masukan terkait dengan bahan evaluasi dan perbaikan kondisi TKI 
di masa yang akan datang 
“saat ini kita kalau ada momentum duduk bersama dengan pemerintah, 
khususnya terkait dengan perlindungan, saya kira saatnya adalah untuk 
memberikan masukan”.27 
 
b. Melakukan komunikasi dengan Organisasi Buruh yang ada di Hong Kong. 
Komunikasi tersebut dilakukan dengan maksud untuk melakukan koordinasi 
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maupun saling bertukar informasi terkait dengan kondisi serta permasalahan 
TKI yag terjadi di Hong Kong 
“kita biasa melakukan komunikasi dengan KOTKIHO, kan disana ada ATKI 
HK dan juga KOTKIHO”.28 
Menurut analisa peneliti, terdapat beberapa upaya yang bisa dilakukan 
lembaga swadaya masyarakat terkait solusi perlindungan hak atas jaminan 
kesehatan bagi TKI ke depan. Upaya-upaya tersebut antara lain sebagai berikut: 
a. Memberikan bahan evaluasi per-6bulan yang kemudian diberikan kepada 
instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang ketenaga kerjaan 
terkait permasalahan perlindungan TKI  
b. Para pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat harus lebih gencar melakukan 
sosialisasi terkait pentingnya berorganisasi bagi TKI maupun sosialisasi terkait 
hak-hak dasar TKI.  
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IV. PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada  bab-bab di atas penulis dapat mengambil suatu kesimpulan 
bahwa penempatan TKI ke luar negeri merupakan solusi untuk mengatasi tingginya 
angka pengangguran dan ketidaksediaan lapangan kerja di dalam negeri. Tetapi solusi 
tersebut malah akan menjadi bumerang bagi para TKI yang berangkat keluar negeri 
ketika komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan  sangatlah kecil. 
Dalam bidang jaminan kesehatan bagi TKI menjadi sebuah parameter yag objektif 
untuk membuktikan hal tersebut. Banyaknya TKI khususnya di negara Hong Kong 
yang tidak mengetahui adanya program asuransi proteksi TKI sebagai jaminan 
kesehatan membuat TKI yang berada di negara Hong Kong kesulitan memperoleh 
haknya ketika mengalami sakit di negara tujuan. 
Dari uraian bab diatas, penulis mencoba merumuskan beberapa penyebab 
minimnya perlindungan kesehatan bagi TKI, antara lain: 1) Kurangnya pendidikan 
yang diberikan oleh PPTKIS maupun instansi pemerintah pada TKI terkait 
pengetahuan hak-hak dasar TKI itu sendiri, 2) Minimnya perhatian daerah dalam 
membantu penyelesaian masalah jaminan kesehatan TKI yang berakibat berlarut-
larutnya proses penyelesaian klaim asuransi, 3) Minimnya keinginan bagi TKI untuk 
mengikuti organisasi buruh sehingga membuat lembaga-lembaga swadaya 
masyarakat kesulitan untuk melakukan pendampingan bagi TKI itu sendiri, 4) Sistem 
jaminan kesehatan yang terlalu rumit dan menimbulkan kesulitan bagi TKI untuk 
memperoleh haknya, 5) Masih adanya PPTKIS nakal yang melakukan tindakan 
curang dalam memenuhi hak jaminan kesehatan TKI 
 Dari beberapa penyebab tersebut tentunya pemerintah memiliki peran yang 
sentral dalam memberikan perlindungan bagi TKI, sehingga pengawasan dari pihak 
instansi pemerintah khususnya UPT P3TKI Jawa Timur dan Disnakertrans Jawa 
Timur memang perlu ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi ke depan 
Adanya partisipasi dari masyarakat melalui Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
mampu memberikan masukan-masukan terkait perlidungan TKI di luar negeri 
diharapkan mampu meningkatkan sistem pelayanan perlindungan yang pro bagi TKI. 
 
 
B. Saran 
Dengan memperhatikan beberapa permasalahan yang timbul dalam perlindungan 
TKI tersebut, penulis merumuskan beberapa saran terkait masalah perlindungan 
terhadap hak atas jaminan kesehatan tersebut, antara lain sebagai berikut, 1) 
Peningkatan kualitas pelayanan bagi TKI perlu ditingkatkan agar TKI tidak merasa 
ditelantarkan. 2) Peningkatan pengawasan dari UPT P3TKI Jawa Timur dan 
Disnakertrans Kabupaten Malang pada PPTKIS dalam hal laporan pembayaran premi 
asuransi sampai dengan pemberian uang hasil klaim asuransi, 3)Perlu adanya 
pengawasan kepada lembaga Konsorsium Asuransi terkait dengan proses pengajuan 
klaim sampai dengan pencairan klaim asuransi, 4) Instansi Pemerintah Daerah yang 
berweanang dalam bidang ketenagakerjaan harus lebih komunikatif dengan KJRI, 
agency penyalu TKI di negara tujuan agar tidak terjadi loss contact terhadap 
permasalahan TKI yang dihadapi oleh TKI dari daerah asalnya. 5) perlu adanya 
perubahan peraturan perundangan terkait dengan asuransi TKI khususnya 
PERMENAKERTRANS No. 7 Tahun 2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia 
dalam hal penghapusan pialang asuransi yang ternyata di lapangan tidak berpihak 
kepada TKI dan justru membuat proses penyelesaian masalah asuransi TKI menjadi 
berlarut-larut. 6). Pemberian bahan evaluasi per-6bulan oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang 
ketenaga kerjaan diharapkan memberikan informasi pada instansi pemerintah terkait 
permasalahan yang sedang dihadapi. 7). Sosialisasi terkait pentingnya berorganisasi 
bagi TKI maupun sosialisasi terkait hak-hak dasar TKI oleh Lembaga Swadaya 
Masyarakat. 
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